BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

KEPUTUSAN BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG
NOMOR : 100.3.3.2/204 /2025

TENTANG

TIM PENYUSUN STANDAR SATUAN HARGA TAHUN
ANGGARAN 2026

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan
penyususnan Standar Satuan Harga
Pemerintah Daerah tahun anggaran 2026 .
perlu membentuk Tim penyusunan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada point (a)

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar
Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun
1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1969
tentang Pembentukan Provinsi Otonomi
Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten
Otonomi Di Propinsi Irian Barat (Lembaran
Negara Repubik Indonesia Tahun 1969
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan

Nepotisme (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4250);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang OtonomiKhusus Bagi Provinsi
Papua (Lembaran Negara
RepublikIndonesia Tahun 2001 Nomor 135,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang — Undang Tahun 2 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Tahun 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Tahun 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 6697);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002
tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi,
Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong
Selatan, Kabupaten Raja Ampat,
Kabupaten Pegunungan Bintang,
Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara,
Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana,
Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten
Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk

Bintuni, Kabupaten Teluk Wondana di



Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 4245);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembara Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
PembentuPeraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah  Pengganti Undang-Undang



10.

11.

12.

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022
tentang Pembentukan Provinsi Papua
Pegunungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 159,
Tambahan LembaranNegara Republik
Indonesia Nomor 6805);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentangPengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan LembaranNegara Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 Tentang Sistim Informasi



13.

14.

15.

16.

17,

Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan LembaranNegara Republik

Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun
2021 tentang Kewenangan dan
Kelembagaan Pelaksanaan
KebijakanOtonomi Khusus Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6730);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun
2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan,

Pengawasan, dan Rencana Induk



18.

19.

20.

21.

22.

23;

Percepatan Pembangunan Dalam Rangka
Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi
Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 239,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 6731);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
2023 tentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor6881);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun
2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Untuk Percepatan
Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi
Papua dan Papua Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah; (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan



24.

25.

26.

27.

Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 Tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah Serta
Pelaksanaan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447); Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023



Menetapkan

KESATU

KEDUA

28.

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 972);

Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan
Bintang Nomor 3 Tahun 2017 perubahan
atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2013
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun
2017 Nomor 12);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan

Bintang Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang
(Lembaran Daerah Kabupaten Pegunungan
Bintang Tahun 2017 Nomor 14);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan

Bintang Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024;( Lembaran Daerah
Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun
2024 Nomor 010).

MEMUTUSKAN :

Tim Penyusun Standar Satuan Harga
Tahun Anggaran 2026 dengan susunan
anggota sebagaimana tercantum dalam
lampiran keputusan ini.

Tugas Tim Penyusun sebagaimana
dimaksud diktum kesatu adalah
sebagai berikut:

a. Penanggungjawab

1. Membantu meneliti dan



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

memberikan pertimbangan
persetujuan dalam penyusunan

rencana kebutuhan dan
rencana pemeliharaan perawatan
barang milik daerah kepada
pengelola Barang;

2. Mengkoordinasikan Pelaksanaan
Kegiatan penyususnan Standar
Satuan Harga.

b. Ketua

Memimpin pelaksanaan survey harga

dalamrangka penyusunan standar

satuan harga;

c. Sekretaris

1. Mengadministrasikan sejak perencanaan;

2. Menerima hasil survey harga;

3. Menyusun laporan hasil survey.
d. Anggota

1. Melaksanakan survey harga; dan

2. Menyusun standar harga satuan

hargaberdasarkan hasil survey.

Tim penyusun sebagaimana dimaksud
diktum kesatu dalam melaksanakan
tugasnya bertanggung jawab dan
melaporkan hasil pelaksanaan tugas
kepada Bupati Pegunungan Bintang.
Segala biaya yang timbul akibat
ditetapkannya keputusan ini dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Pegunungan
Bintang Tahun Anggaran 2026.
Keputusan ini mulai berlaku pada
tanggal 23 Juli 2025, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan, maka akan dilakukan

perbaikan sebagai mana mestinya.



Ditetapkan di Oksibil
Pada tanggal, 23 Juli 2025




